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ABSTRAK 
MUH.NUR (B111 13 017).”Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Pemalsuan Dokumen Asal Usul Perkawinan (Studi Kasus Putusan 
Nomor:213/Pid.b/2014/PN.Pal)”. Di bawah Bimbingan Muhadar selaku 
Pembimbing I dan Wiwie Heryani selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen asal usul perkawinan, 
dengan nomor putusan No. 213/Pid.b/2014/PN.Palu, serta pertimbangan 
hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak 
pidana pemalsuan dokumen asal-usul perkawinan. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palu dengan memilih institusi 
dan subjek hukum terkait dengan kasus ini, yakni penelitian ini dilakukan 
di Pengadilan Negeri Palu. Berdasarkan data baik yang diperoleh dari 
penelitian normatif yakni menelusuri berkas masalah yang dibahas 
khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
dan metode Kepustakaan kemudian data yang diperoleh diolah secara 
empiris sehingga mengungkapkan hasil dan kesimpulan permasalahan. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa Penerapan hukum pada 
putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Palu Nomor 
213/Pid.b/2014/PN.Pal menyatakan bahwa, 1) penerapan hukum didalam 
kasus ini sudah tepat, sehingga terdakwa tindak pidana asal usul 
perkawinan tersebut dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tunggal yaitu 
Pasal 279 ayat (1) ke 1. 2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan 
Sanksi Pidana Terhadap pelaku telah sesuai berdasarkan penjabaran 
Keterangan saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa dan 
alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, dan hal yang 
meringankan serta hal yang memberatkan terdakwa. Hukuman yang 
dijatuhkan sudah tepat, meski jauh dari tujuan pemidanaan yaitu 
menimbulkan rasa takut dan memberikan efek jera bagi pelakunya sendiri 
apalagi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tergolong kejahatan yang 
sering didapati terjadi diruang lingkup masyarakat. 
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ABSTRAK 
MUH.NUR (B111 13 017) Juridical consideration towards marriage 
origin documents counterfeiting criminal act (Case Study decision 
number: 213/Pid.b/2014/PN.Pal). Under the guidance of Muhadar as 
advisor I and Wiwie Heryani as advisor II. 
This research is aiming to understand the criminal law material’s 
application consideration towards marriage origin documents 
counterfeiting criminal act (Case Study decision number: 213/Pid.b/2014/ 
PN.Pal) and the law judge’s consideration in bringing down the criminal 
sanction towards the suspect of marriage origin documents counterfeiting 
criminal act. 
This research was conducted in Palu City wiht choosing the institution and 
the law subject related to this case. This research was conducted in Palu 
District Court. Based on the data obtained from normative reseacrh that is 
exploring the file of problems which has been discussed especially 
ordinance number 1 year of 1974 about marriage and literature method 
then the data obtained was processed empirically so that reveals the 
result and the problem’s conclussion. 
The research result concluded which the law application in Palu District 
Court judge commitee’s decision number 213/Pid.b/2014/PN.Pal state 
that, 1) The law application in this case is right so the convicted of 
marriage origin decided criminal based on the first indictment that is article 
279 paragraph (1) in 1. 2) The judge’s consideration in deciding criminal 
sanction towards the convicted was appropriate according to 
corresponding witnesses’ testimony, the convicted’s information and 
evidence and judicial consideration, and the thing lighten and incriminating 
the convicted. The punishment sued was correct, although it is far from 
criminalization purposes, those are inflicting fear and give effect to the 
suspect. The criminal are classified as common in the society scope. 
Keywords: Marriage, Polygamy, Counterfeiting, Criminal act, Marriage 
origin crime. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. “Tatanan” adalah 
suatu sistem aturan. Hukum bukanlah, seperti yang terkadang dikatakan, 
sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang 
mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah 
sistem. Mustahil untuk ,menangkap hakikat hukum jika kita membatasi 
perhatian kita pada suatu peraturan yang tersendiri. Hubungan-hubungan 
hukum juga penting bagi hakikat hukum. Hakikat hukum hanya dapat 
dipahami dengan sempurna berdasarkan pemahaman yang jelas tentang 
hubungan yang membentuk tatanan hukum tersebut. 
Pernyataan bahwa hukum merupakan sebuah tatanan perbuatan 
manusia tidak berarti bahwa tatanan hukum hanya berkenaan dengan 
perbuatan manusia; bahwa tidak ada hal lain kecuali perbuatan manusia 
yang masuk ke dalam isi dari peraturan-peraturan hukum. Setiap 
peraturan hukum mewajibkan manusia untuk melakukan suatu perbuatan 
tertentu di bawah kondisi-kondisi tertentu. Kondisi-kondisi ini tidak mesti 
berupa perbuatan manusia, namun bisa berupa, misalnya pertistiwa-
peristiwa alam.  
Hal ini barangkali tampak seolah-olah hanya berlaku bagi hukum 
masyakarat beradab. Dalam hukum primitif, binatang dan bahkan 
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tumbuhan serta benda mati yang lain seringkali diperlakukan dengan cara 
yang sama seperti manusia dan, dalam keadaan-keadaan tertentu, dapat 
dihukum. Namun demikian, hal ini harus dilihat dalam kaitannya dengan 
animisme dari manusia primitif. Dia menganggap bahwa binatang, 
tumbuhan, dan benda-benda mati dikaruniai “jiwa”, karena itu dia 
mengatributkan kemampuan mental manusia, dan terkadang bahkan 
kekuatan gaib, kepada mereka. Perbedaan mendasar antara manusia 
dengan makhluk lain, yang merupakan bagian dari pandangan manusia 
beradab, dianggap tidak ada oleh manusia primitif. Dan dia juga 
memberlakukan hukumnya kepada makhluk bukan manusia karena 
baginya mereka adalah manusia, atau paling tidak menyerupai manusia. 
Dalam pengertian ini hukum primitif juga merupakan sebuah tatanan 
perbuatan manusia.1 
Hukum tidak hanya berhenti dalam tataran mengatur perbuatan 
manusia tapi juga mengubah perilaku hidup manusia dengan segala 
konsekuensi yang ada apabila dilakukan. batasan-batasan hal apa saja 
yang bisa dan tidak bisa untuk dilakukan dengan segala konsekuensinya, 
hal inilah yang akamodir oleh hukum pidana.  
                                                          
1 Hans Kelsen. 2011. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Bandung: Nusa Media, 
hlm 4. 
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Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari 
keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan 
dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:2 
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 
dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau 
sanksi pidana tertentu bagi siapa yang melarangnya. 
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka 
yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat 
dikenakan dan di jatuhi pidana sebagaimana yang telah 
diancamkan. 
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana 
itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah 
melanggar ketentuan tersebut. 
Dari pengertian tersebut bahwa hukum pidana pada dasarnya 
melindungi hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang tanpa 
terkecuali. Menjaga hubungan antar manusia agar lebih harmonis. Tak 
terkecuali Mengatur hubungan manusia sampai menciptakan sebuah 
hubungan dalam institusi yang sah yang kemudian disebut dengan 
perkawinan sampai perkawinan tersebut ingin dibubarkan sehingga 
muncullah istilah-istilah tindak pidana dalam perkawinan  dengan 
klasifikasi kejahatannya masing-masing. 
Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tentu 
memiliki perbedaan, akan tetapi tidak salin bertentangan. Di Indonesia 
telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur dalam Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara 
Republik Indonesia. Untuk Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat 
                                                          
2 Moeljatno.Asas-Asas Hukum Pidana. Cetakan Kedelapan. Edisi revisi. Renika Cipta. 
Jakarta. 2008, hlm 1 
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dan kesakralannya, mutlak adanya Undang-undang perkawinan Nasional 
yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan 
hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku 
bagi golongan masyarakat Indonesia.3 
Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
pada Pasal 1 menjelaskan: 
“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang 
pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
Pada pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa perkawinan 
merupakan sesuatu yang sakral karena bersifat batin dan kekal yang 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu perkawinan 
diharapkan dapat membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal, oleh 
karena itu, suatu perkawinan diharapkan dapat menjadi suatu hal yang 
dapat membuat masyarakat menjadi sejahtera. 
Seperti diketahui untuk melakukan perkawinan harus memenuhi 
beberapa syarat-syarat yang telah di tentukan baik oleh ketentuan agama 
maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan memenuhi 
ketentuan tersebut, maka perkawinan yang dilangsungkan itu menjadi sah 
hukumnya, baik secara agama, maupun hukum positif. 
Adapun asas-asas suatu perkawinan diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, salah satu perkawinan adalah 
                                                          
3 Sudarsono,2010,Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.6 
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monogami. Yaitu seorang suami hanya boleh memiliki satu istri. Namun, 
pada Pasal yang sama tercantum dibolehkan poligami bagi golongan-
golongan tertentu dan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat untuk 
melakukan poligami diatur secara lengkap pada Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 sampai Pasal 5. 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah 
mengatur dengan lengkap dan runtut mengenai perkawinan, namun ada 
saja penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. 
Salah satu penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat adalah 
kejahatan asal usul perkawinan. 
Kejahatan terhadap asal usul perkawinan di Indonesia merupakan 
suatu kejahatan yang jarang didengar namun banyak terjadi pada 
masyarakat yang berada di kota-kota tertentu yang memiliki jumlah 
penduduk yang padat. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang kurang 
diminati untuk diperbincangkan karena hal ini merupakan hal yang 
berkaitan dengan urusan pribadi/privasi orang yang bersangkutan yang 
melakukan kejahatan tersebut. Selain itu, juga menimbulkan rasa malu 
pada korban dan keluarga korban/pelaku. 
Masyarakat Indonesia juga banyak yang tidak mengetahui bahwa 
adanya jenis kejahatan ini, dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai 
jenis kejahatan ini. Masyarakat hanya mengetahui bahwa apabila suatu 
perkawinan terdapat penyimpangan atau kesalahan maka keadaan 
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tersebut harus dilaporkan ke pengadilan agama untuk mengadakan 
pembatalan perkawinan atau perceraian. Padahal suatu perkawinan 
dengan yang lain tanpa sepengetahuannya pihak yang lainnya, maka hal 
tersebut merupakan kejahatan terhadap asal usul perkawinan. 
Kejahatan terhadap asal usul perkawinan itu sendiri diatur dalam 
Pasal 279 KUHP yaitu: 
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 
1. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal 
mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-
perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang 
sah untuk itu; 
2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal 
mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-
perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. 
2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) 
butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa 
perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang 
sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling 
lama 7 tahun. 
3) Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-5 dapat 
dinyatakan.” 
 
Selain itu juga diatur dalam Pasal 280 KUHP 
“Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja 
tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada 
penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan 
penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.” 
 
Terutama di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sendiri sebagian 
masyarakat melakukan kejahatan terhadap asal usul perkawinan tanpa 
masyarakat itu sadari bahwa yang mereka lakukan merupakan sebuah 
kejahatan. Kejahatan terhadap asal usul perkawinan merupakan suatu hal 
7 
 
yang sering terjadi dan tidak lagi menimbulkan rasa malu, oleh karena itu, 
korban dengan cepat melaporkan kepada kepolisian terdekat.  
Dapat ditarik bahwa kejahatan terhadap asal usul perkawinan ini 
terjadi karena adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan 
apa yang terjadi, seharusnya perkawinan terjadi karena keinginan seorang 
lelaki dan seorang wanita untuk mengikatkan diri menjadi sepasang suami 
istri tanpa adanya kebohongan dan rahasia yang membuat suatu 
perkawinan menjadi tidak sah. Selain itu juga perkawinan  merupakan 
sesuatu yang sakral. 
Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria dan wanita 
hanya boleh memiliki satu orang istri dan satu orang suami atau juga 
disebut dengan monogami. Asas-asas suatu perkawinan diatur dalam 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meskipun di 
dalam Pasal yang sama tercantum diperbolehkannya poligami namun hal 
tersebut memiliki syarat-syarat dan untuk golongan-golongan tertentu. 
Kebanyakan seorang wanita tidak menghendaki suaminya 
mempunyai wanita lain dalam kehidupan rumah tangganya. Undang-
undang melindungi hak wanita tersebut di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dimana dicantumkan 
bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami apabila 
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 
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Didalam Pasal 4 diatur bahwa seorang suami yang akan beristri 
lebih dari satu orang memiliki syarat apabila istri tidak dapat menjalankan 
kewajibannya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak 
disembuhkan serta istri tidak dapat memiliki atau memberikan keturunan. 
Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harus memenuhi syarat-syarat yaitu, 
adanya persetujuan istri, adanya kepastian bahwa suami menjamin 
keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka serta adanya 
jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak mereka 
yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1). 
Akan tetapi pada kenyataannya seorang suami tidak lagi mengikuti 
aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Di zaman modern ini 
kebanyakan suami yang melakukan pernikahan lagi tidak memiliki izin 
untuk melakukan perkawinan yang kedua oleh pihak pertama. 
Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 279 
Ayat (1) jelas diatur bahwa barangsiapa mengadakan perkawinan padahal 
mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang 
telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, dapat dikenakan sanksi 
dengan pidana paling lama lima tahun. 
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 Pada kasus ini seorang suami melakukan tindak pidana kejahatan 
terhadap asal-usul perkawinan yaitu Poligami. Pelaku ini bernama 
saudara Moh. Dirwan dinyatakan bersalah karena mengadakan 
perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan pihak lain menjadi 
penghalang yang sah untuk itu, dimana bahwa saudara Moh. Dirwan 
sebelum mempunyai seorang Istri yang bernama saudari Ratni yang telah 
menikah pada tahun 1993 dan dikaruniai lima orang anak, dan kemudian 
pada tahun 2013 tanpa sepengatahuan istrinya saudara Moh. Dirwan 
melakukan perkawinan dengan saudari Sumarni. 
 Pada hakikatnya, sebuah perkawinan bertujuan untuk memperoleh 
kehidupan yang tenang, cinta dan kasih sayang. Pertemuan antara pria 
dan wanita yang kemudian menjadikan kerisauan antara keduanya 
menjadi ketentraman. Seharusnya perkawinan terjadi karena keinginan 
pasangan untuk mengikatkan diri menjadi sepasang suami istri tanpa 
adanya kebohongan dan rahasia yang membuat suatu perkawinan 
menjadi tidak sah. Selain itu perkawinan juga merupakan suatu hal yang 
bersifat sakral dimana apabila sudah menjalin suatu ikatan maka salah 
satu pihak tidak boleh mengadakan ikatan perkawinan lagi tanpa 
sepengetahuan atau tanpa persetujuan pihak lainnya. 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik 
memilih judul tentang “Tinjauan Yuridis Kepada Pelaku Kejahatan 
Terhadap Asal Usul Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan 
Negeri Palu No. 213/Pid.B/2014/PN.PL)”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis 
menarik rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil  Terhadap 
Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Asal Usul Perkawinan 
berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 
213/Pid.B/2014/PN.Pal? 
2. Apa pertimbangan hukum hakim Terhadap Tindak Pidana 
Pemalsuan Dokumen Asal Usul Perkawinan berdasarkan 
Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 
213/Pid.B/2014/PN.Pal? 
C. Tujuan Penilitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
3. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil 
Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Asal Usul 
Perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu 
No. 213/Pid.B/2014/PN.Pal? 
4. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim 
Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Asal Usul 
Perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu 
No. 213/Pid.B/2014/PN.Pal? 
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D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yaitu: 
1. Memberikan wawasan khususnya kepada penulis dan 
kepada mahasiswa lain mengenai penerapan hukum 
pidana materil terhadap kejahatan asal usul perkawinan. 
2. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum 
pada umumnya yang berkaitan dengan masalah di dalam 
penelitian. 
3. Sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk 
meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas di dalam 
penelitian ini. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang belaku 
disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk: 
a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 
dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau 
sangsi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar 
larangan tersebut. 
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka 
yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan 
atau di jatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah 
melanggar larangan tersebut. 
Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa Hukum Pidana 
merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang 
dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat 
dijatuhkan oleh pelaku.4 
                                                          
4 Bambang Waluyo, 2008 “pidana dan pemidanaan”,Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6 
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Pengertian tindak pidana atau strafbaarfeit adalah perbuatan yang 
pelakunya seharusnya dipidana. Delik yang dalam bahasa Belanda 
disebut strafbaarfeit. Yang masing-masing memeliki arti yaitu Straf  yang 
diartikan sebagai pidana dan hukum, Baar diartikan sebagai dapat dan 
boleh, dan Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan 
perbuatan.5 
Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana 
adalah seseorang manusia sebagai oknum . ini mudah terlihat pada 
perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yaitu hukuman penjara, 
kurungan, dan denda. 
Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing 
disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman (pidana). 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 
pidana yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WVS 
Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud 
dengan straftbaarfeit itu. Menurut Adam Chazawi, strafbaarfeit itu dikenal 
dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak 
pidana. Straftbaarfeit terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar, feit. Straf 
                                                          
5 Andi Zainal Abidin, 2005, “Tanggapan Terhadap Buku I Bab I sampai dengan Bab II Rancangan 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, makalah dalam jurnal Legisiasi Indonesia vol.2 No.1 
Maret 2005, Dirjen Peraturan Perundang Undangan Depkumham RI, Jakarta, hlm, 53-54. 
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diartikan sebagai pidana, dan baar diartikan sebagai dapat dan boleh, 
sedangkan feit diartikan sebagai tindak peristiwa, pelanggaran dan 
perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah delict.6 Artinya suatu perbuatan 
pelaku dapat dikenakan hukum pidana. Pengertian tindak pidana dapat 
diuraikan sebagaimana dikemukan ole Adam Chazawi sebagai berikut7: 
1. Menurut Halim, delik adalah suatu perbuatan atau 
tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman 
oleh undang-undang (pidana) 
2. Moeljatno mengatakan bahwa suatu strafbaarfeit itu 
sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang 
diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. 
3. Istilah strafbaarfeit kemudian diterjemahkan kedalam 
bahasa Indonesia oleh Rusli Effendy. Delik adalah 
perbuatan yang oleh Hukum Pidana dan diancam pidana 
terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut. 
 
Apabila diperhatikan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik 
yang redaksi aslinya strafbaarfeit. Pengertian peristiwa pidana atau delik 
diatas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang hukum pidana 
dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang 
melanggar larangan tersebut. 
Sedangkan pengertiannya, menurut Simons tindak pidana adalah 
suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-
undang, pertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan 
oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara itu, menurut 
Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang 
                                                          
6 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung hlm 59. 
7 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta hlm 100 
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dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar 
larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat 
sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh 
masyarakat.8 
Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana 
memberikan definisi mengenai delik adalah suatu perbuatan atau tindakan 
yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang 
(pidana).9 
Menurut H.J van Schravendik mengartikan delik sebagai 
perbuatan yang boleh di hukum, sedangkan Utrecht lebih menganjurkan 
pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurutnya 
meliputi (andelen) atau doen positif atau melainkan (visum atau nebetan 
atau metdoen, negatif/maupun akibatnya).10 
Dengan demikian lebih lanjut, Kanter dan Sianturi menyatakan 
bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan 
keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan 
pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan 
kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).11 
Berdasarkan pendapat diatas yang dilakukan oleh manusia yang dilarang 
                                                          
8 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1;Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan 
dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 72. 
9 Ibid, hlm 75. 
10 Ibid, hlm. 297. 
11 Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 99. 
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atau diperintahkan oleh undang-undang dan di beri sanksi berupa sanksi 
pidana. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-
unsur lahirlah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat 
yang ditimbulkan karena keduanya memunculkan unsur-unsur perbuatan 
pidana.12 
a. Unsur formal 
Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak 
berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. Melanggar 
peraturan pidana dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila 
sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan 
tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah 
dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana. 
Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP 
mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana 
yang telah dilakukan. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-
unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari 
orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu 
dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat yang 
tidak dikehendaki oleh undang-undang. Pertanggung jawaban yang 
                                                          
12 Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 64. 
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menentukan bahwa seseorang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat 
diminta pertanggung jawabannya. Dasar dari pertanggung jawaban 
seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. 
b. Unsur material  
Tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus 
benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak 
patuh dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan 
undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka 
perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur dalam 
tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, 
yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang 
yang terdapat diluar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi: 
Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan 
manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (Pasal 
338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).  
Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam 
delik material atau delik dirumuskan secara material, misalnya 
pembunuhan,penganiayaan dan lain-lain. 
Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum 
pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak 
dinyatakan dengan tegas dalam perumusan. 
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Unsur lain menentukan sifat tindak pidana: 
Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak 
pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti 
Penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar Kesusilaan (Pasal 281 
KUHP), Pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). 
Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum. 
Unsur memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik 
yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat 
tertentu, maka diancam pidana diperberat, contohnya merampas 
kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana 
penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan 
luka-luka berat ancaman diperberat lagi menjadi pidana penjara paling 
lama 12 (dua belas) tahun. 
Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan 
sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan 
Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang 
(Pasal 123 KUHP). 
Tindak pidana juha mengenal adanya unsur subjektif, unsur subjektif 
ini meliputi: 
1) Kesengajaan (dolus) dimana hal ini terdapat di dalam 
Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 281 KUHP), Perampasan 
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Kemerdekaan (Pasal 333 KUHP) dan Pembunuhan (Pasal 338 
KUHP) 
2) Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam Perampasan 
Kemerdekaan (Pasal 334 KUHP) dan menyebabkan kematian 
(Pasal 359 KUHP) dan lain-lain. 
c. Unsur Berdasarkan KUHPidana 
Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana 
tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat 
pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap 
rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada 
pengecualian seperti Penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Unsur kesalahan 
dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga 
tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur 
kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencamtumkan 
unsur-unsur yang lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun 
perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. 
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu 
dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni: 
1) Unsur tingkah laku 
2) Unsur melawan hukum 
3) Unsur kesalahan  
4) Unsur akibat konstitutif 
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5) Unsur keadaan yang menyertai  
6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana 
7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana 
8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana 
9) Unsur objek hukum tindak pidana 
10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana 
11) Unsur syarat tambahan untuk memperingankan pidana. 
Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan 
melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnyanya 
berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat 
objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian 
(Pasal 362 KUHP) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan 
atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif) atau pada Pasal 251 
pada kalimat tanpa izin pemerintah, juga pada Pasal 253 pada kalimat 
menggunakan cap asli secara melawan hukum adalah berupa melawan 
hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya 
melawan hukum dalam Penipuan (Pasal 378 KUHP), Pemerasan (Pasal 
368 KUHP), Pengancaman ( 369 KUHP) dimana dimaksudkan untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang ada dalam kekuasaan 
yaitu merupakan celaan masyarakat.  
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Sedangkan menurut rumusan delik yang terdapat dalam KUHP, 
maka dapat di ketahui ada dua unsur delik yaitu: 
1) Unsur perbuatan (Unsur Objektif) yaitu: 
a) Mencocokan rumusan delik 
b) Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar) 
2) Unsur pembuat ( Unsur Subjektif) yaitu: 
a) Adanya kesalahan (terdiri dari dolus dan culpa) 
b) Dapat dipertanggung jawabkan (tidak ada alasan pemaaf) 
Terhadap perbuatan delik dapat dibedakan menjadi dua bentuk, 
yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (misdrijven) menunjuk 
kepada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan 
dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam 
ketentuan undang-undang sedangkan pelanggaran menunjuk pada 
perbuatan tercela, tetapi dianggapnya sebagai perbuatan delik karena 
ditentukan oleh undang-undang. 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan ke dalam tiga bagian 
yaitu: 
1) Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik) 
Artinya perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang di 
larang undang-undang. Jika perbuatan yang dilakukan oleh 
pelaku tidak memenuhi rumusan undang-undang atau belum 
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diatur dalam suatu undang-undang maka perbuatan tersebut 
bukanlah perbuatan yang bisa dikenakan ancaman pidana 
2) Melawan Hukum 
Menurut Simons, melawan hukum diartikan “bertentangan 
dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum 
subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata dan Hukum 
Administrasi Negara. 
 Sifat melawan hukum dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu: 
a) Sifat melawan hukum umum 
Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang 
tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. 
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang termasuk dalam 
rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. 
b) Sifat melawan hukum khusus 
Ada kalanya kata bersifat melawan hukum tercantum secara 
tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum 
merupakan syarat tertulis untuk dipidana. Sifat melawan hukum 
yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan sifat 
melawan hukum khusus. 
c) Sifat melawan hukum formil 
Istilah ini berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik 
telah terpenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana). 
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d) Sifat melawan hukum materil 
Sifat melawan hukum materil berarti melanggar atau 
membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi 
oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik 
tertentu.13 
3. Tindak Pidana Terhadap Perkawinan  
Suatu perkawinan dapat sah sesuai dengan aturan yang berlaku. 
Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kejahatan terhadap 
Perkawinan diatur dalam Pasal 279 ayat (1); 
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: 
1. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal 
mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-
perkawinannya yang telah ada menjadi 
penghalang yang sah untuk itu. 
2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal 
mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-
perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk 
itu. 
 
Dalam Pasal tersebut pada butir (1) telah disebutkan bahwa 
seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila mengadakan 
perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada 
menjadi penghalang yang sah untuk itu. Artinya seseorang tidak dapat 
melakukan pernikahan apabila telah melakukan perkawinan sebelumnya, 
sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak 
(suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang 
                                                          
13 I Made Widnyana, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, hlm 57 
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bersamaan bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup 
berkeluarga, sedangkan monogami berarti perkawinan yang hanya 
membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. 
Poligami adalah suatu bentuk perkawinan dimana seorang pria 
dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Yang 
asli didalam perkawinan adalah monogami, sedangkan poligami datang 
belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusai dari masa 
ke masa. 
Menurut para ahli sejarah poligami mula-mula poligami dilakukan 
oleh raja-raja pembesar negara dan orang-orang kaya. Mereka 
mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya 
dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan 
banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan 
kemudian dijadikan budak dan sebagainya. Makin kaya seseorang makin 
tinggi kedudukannya, makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan 
demikian poligami itu sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman 
perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi. 
“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak 
dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan 
Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974”. 
Selain itu pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4, mewajibkan seseorang 
yang ingin melangsungkan perkawinan untuk membuat surat dari 
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pengadilan tempat tinggalnya dengan seizin suami/istri dari perkawinan 
sebelumnya. 
4.   Tindak Pidana Terhadap Poligami 
Poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria 
memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan. 
Permasalahan akan timbul apabila poligami dilakukan dengan tidak sesuai 
aturan yang berlaku. Walaupun poligami tersebut diberi tempat, akan 
tetapi itu bukan berarti bahwa poligami dijadikan asas dalam UU No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut merupakan pengecualian 
saja, yang ditujukan khusus kepada orang menurut hukum dan agama 
mengizinkan untuk itu, atau dengan kata lain poligami dibolehkan tetapi 
dengan pembatasan yang cukup berat, yaitu suatu pemahaman syarat 
dengan alasan tertentu dan atas izin pengadilan. Sehingga diharapkan 
dengan ditaatinya hukum tersebut dapat tercapai tujuan perkawinan, yaitu 
untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. 
Tindak pidana perkawinan poligami atau kejahatan terhadap asal 
usul perkawinan pada dasarnya termasuk kepada tindak pidana 
pelanggaran terhadap kedudukan perdta. Ada 4 Pasal yang berhubungan 
dengan tindak pidana pelanggaran kedudukan perdata ini yaitu 
sebagaimana diatur dalam Pasal 277, 278, 279, dan Pasal 280 KUHP. 
Dalam ketentuan Pasal 279 KUHP dinyatakan bahwa: 
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1. Diancam dengan pidana 5 tahun 
2. Barangsiapa yang mengadakan perkawinan padahal 
mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-
perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang 
sah untuk itu. 
3. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal 
mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinan 
pihak lain menjadi penghalang untuk itu. 
4. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) 
butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa 
perkawinan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang 
telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu 
diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) 
tahun. Dalam hal ini dapat dijatuhkan hukuman 
tambahan berupa pencabutan hak-hak yang termuat 
dalam Pasal 35 No. 1-4. 
Pada KUHP Belanda tindak pidana ini dinamakan dubble huwalijke 
atau bigami karena di Negeri Belanda, diantara seluruh warganya dianut 
prinsip monogami maka tindak pidana semacam ini selalu mengakibatkan 
adanya 2 perkawinan. Di Indonesia, diantara para penganut agama Islam, 
ada kemungkinan seorang laki-laki secara sah mempunyai 2, 3, atau 4 
istri. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Qur’an An-Nisa Ayat 
3 yang artinya: 
“Maka Kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua,tiga 
atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak bisa berlaku adil 
cukup kawini satu saja. (QS. An-Nisa :3).” 
 
Seorang laki-laki yang melakukan perkawinan tindak pidana ini dari 
Pasal 279 KUHP apabila ia melakukan perkawinan yang kelima setelah 4 
kali melakukan perkawinan secara sah. Bagi si Istri, kawin kedua kali 
sudah merupakan tindak pidana. 
Pasal 279 KUHP ayat (1) no. 2 mengenai seorang pasangan dalam 
perkawinan yang ia sendiri belum kawin, atau seorang laki-laki yang 
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beragama islam belum punya 4 istri. Bagi penganut agama Hindu Bali 
mengizinkan seorang laki-laki mempunyai sejumlah istri tanpa batas, 
tindak pidana ini hanya dapat dilakukan oleh seorang istri bersama 
pasangan, namun persoalannya adalah apabila perkawinan yang sudah 
ada tidak memenuhi perundang-undangan sehingga dapat dibatalkan. 
B. Pemalsuan Surat 
1. Pengertian Pemalsuan Surat 
a. Pemalsuan  
Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran 
terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh 
keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang 
teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung 
tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan 
dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat 
merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.  
Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam 
suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan 
satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, 
nilai kebutuhan dan sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan 
sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial 
tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam 
masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak 
kejahatan pemalsuan. 
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b. Surat 
Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan 
tangan maupun diketik atau yang dicetak dan menggunakan arti (makna). 
Meskipun KUHPidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa 
yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan 
Pasal 263 (1) KUHPidana, maka dapatlah diketahui pengertian surat. 
Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP sebagai berikut:  
“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, 
yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian 
(kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh 
dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, 
dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain 
menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak 
dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat 
mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan 
surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun” 
.  
Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka yang dimaksudkan dengan 
surat ialah sebagai berikut:  
1. Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda 
masuk, surat andil, dll) 
2. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat 
perjanjian piutang, perjankjian sewa, perjanjian jual beli) 
3. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya: 
kwitansi atau surat semacam itu) 
4. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu 
perbuatan atau peristiwa (misalnya: akte lahir, buku tabungan pos, 
buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll)  
 
Dalam KUHPidana tersebut tidak dijelaskan apakah surat itu tertulis di 
atas kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya 
yaitu surat tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak menggunakan 
29 
 
mesin cetak. Tetapi dengan menyimak dari contoh-contoh yang di dalam 
KUHP, seperti: 
Ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, surat perjanjian piutang, 
perjanjian sewa, perjanjian jual beli, kwitansi atau surat semacam itu, akte, 
;lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, 
obligasi, dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat dalam 
mempunyai tujuan yang dapat menimbulkan dan menghilangkan hak. 
c. Pemalsuan Surat 
Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang 
mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya 
tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. 
Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi 
terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si 
pembuat surat.  
Menurut Soenarto Soerodibroto mengemukakan bahwa, 
barangsiapa di bawah suatu tulisan mebubuhkan tanda tangan:14 
“orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang 
tersebut telah memalsukan tulisan itu. Perbedaan prinsip antara 
perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah 
bahwa membuat surat/ membuat palsu surat, sebelum 
perbuatan dilakukan, belum ada surat,kemudian dibuat suatu 
surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah 
bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan 
dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. 
Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat 
tidak asli.” 
 
                                                          
14 Soerodibroto Soenarto, 1994, KUHP dan KUHAP, Jakarta hlm 154 
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2. Unsur-unsur Pemalsuan Surat 
Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 
263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 
macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:  
1. Pemalsuan surat pada umumnya ( Pasal 263 KUHP);  
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 263 KUHP);  
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte  
otentik (Pasal 266 KUHP): 
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, 268 KUHP); 
5. Pemalsuan surat surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 
271 KUHP); 
6. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik 
(Pasal 274 KUHP);  
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 
275 KUHP);  
Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa 
pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam 
Pasal 263, rumusannya adalah sebagai berikut : 
1. “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan atau 
pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti 
dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya 
benar dan tidak palsu, dipidana, jika pemakaian tersebut dapat 
menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana 
penjara paling lama 6 bulan”. 
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2. “Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan 
sengaja memakai surat palsu atau yg dipalsukan seolah-olah 
asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.  
 
Menurut Adami Chazawi dalam Pasal 263 tersebut ada 2 
kejahatan, masing-masing di rumuskan pada ayat (1) dan (2).15 
Rumusan pada ayat ke 1terdiri dari unsur-unsur 
a. Unsur objektif 
1. Perbuatan 
(a) Membuat palsu 
(b) Memalsu 
2. Objek yakni Surat: 
(a) Yang dapat menimbulkan suatu hak 
(b) Yang menimbulkan suatu perikatan 
(c) Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang 
(d) Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak 
b. Unsur subjektif 
Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
dengan seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan. 
Sedangkan Pasal 263 ayat 2 KUHP mempunyai unsur-unsur 
sebagai berikut: 
a. Unsur objektif 
(1) Perbuatan memakai 
                                                          
15 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta hlm 98-99 
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(2) Objeknya 
(a) Surat palsu 
(b) Surat yang dipalsukan 
(3) Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian 
b. Unsur subjektif 
Dengan sengaja 
Dari unsur-unsur delik pemalsuan surat tersebut, diketahui terdapat 
unsur obyektifnya yaitu membuat surat palsu dan memalsukan sesuatu 
surat, dan antara kedua istilah tersebut terdapat pengertian yang berbeda. 
Adapun perbedaannya adalah bahwa membuat surat palsu maksudnya 
yaitu membuat sebuah surat sebagian atau seluruh isinya palsu, ini berarti 
bahwa sebelum perbuatan dilakukan tidak ada surat asli yang dipalsukan. 
Misalnya mencetak suatu formulir yang lazim digunakan atau mengisi 
formulir yang sudah ada dengan menjiplak isinya sehingga seolah-olah 
isinya benar dan tidak palsu. Sedangkan pengertian “memalsukan surat” 
adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang 
tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh 
isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula, hal ini berarti bahwa 
surat itu sebelumnya sudah ada, kemudian surat itu ditambah, dikurangi, 
atau dirubah isinya sehingga surat itu tidak lagi sesuai dengan aslinya. 
Misalnya dalam suatu surat itu tertulis Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) 
kemudian ditambah nolnya satu sehingga berubah menjadi Rp. 30.000,- 
(tiga puluh ribu rupiah). 
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C. Perkawinan. 
Perkawinan merupakan jalan untuk membentuk suatu keluarga dan 
melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Dalam perkawinan 
juga tidak hanya muncul persoalan perdata saja, terkadang dalam 
perkawinan juga menimbulkan masalah yang menyangkut pidana, seperti 
kalau misalnya seorang suami yang sudah beristri hendak menikah lagi, 
maka ia harus meminta izin tertulis dari pengadilan setempat dan izin dari 
istrinya. Hal ini perlu diatur dalam sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945 (hasil amandemen) yang berbunyi “setiap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Untuk mengatur persoalan-
persoalan pidana yang timbul dalam perkawinan, sanksi pidana dalam 
hukum perkawinan adalah hukuman yang akan diterima oelh pihak-pihak 
tertentu yang melanggar hukum perkawinan. Sanksi pidana diatur dalam 
Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: 
a. Barangsiapa yang melanggara ketentuan yang diatur 
dalam Pasal 3, 10 ayat (3), dan Pasal 40 Peraturan 
Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setingi-
tingginya Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). 
b. Pengawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur 
dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Ayat (1), 11, 13, dan Pasal 44 
Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman 
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda 
setinggi-tingginya Rp. 7.500,00 ( tujuh ribu lima ratus 
rupiah). 
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1. Asal Usul Perkawinan 
Terdapat ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) yang bisa dipakai untuk menjerat suami yang 
menikah lagi tanpa izin istri pertama (kedua atau ketiga). Kejahatan 
terhadap perkawinan diatur dalam KUHP Pasal 277,279 dan Pasal 280 
a. Pasal 277 
 
1) Barangsiapa dengan sengaja salah satu perbuatan 
dengan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam 
karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara 
paling lama enam tahun. 
2) Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 no. 1-4 dapat 
dinyatakan. 
 
b. Pasal 279 
1) Diancam dengan pidana paling lama lima tahun: 
1. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal 
mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan atau 
perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi 
penghalang yang sah untuk itu; 
2. Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal 
mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-
perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. 
2) Jika melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 
menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan 
yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, 
diancam dengan pidana penjara palin lama tujuh tahun. 
3) Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-5 dapat 
dinyatakan 
 
c. Pasal 280 
“Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja 
tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada 
penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan 
penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak 
sah”. 
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    2. Pengertian Perkawinan 
    a.  Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
pada Pasal 1 ayat (1) adalah: 
     “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 
Adapun enam asas yang bersifat prinsipil di dalam Undang – 
Undang perkawinan sebagai berikut: 
a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling 
membantu dan melengkapi, agar masing – masing dapat 
mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai 
kesejahteraan spiritual dan material.  
b. Dalam undang – undang ini ditegaskan bahwa suatu 
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 
masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan 
disamping itu tiap – tiap perkawinan “harus dicatat” menurut 
peraturan perundang – undangan yang berlaku.  
c. Undang – undang ini menganut asas monogami. Hanya 
apabila dikehendaki oleh yang bersangkitan, karena hukum 
dan agama dari yang bersangkutan mengizinannya, seorang 
suami dapat beristri lebih dari seorang.  
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d. Undang – undang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa 
calon suami isteri itu telah harus masak jiwa raganya untuk 
dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat 
mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir 
pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan 
sehat.  
e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk 
keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang – 
undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya 
perceraian.  
f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga 
maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan 
demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan 
dan diputuskan bersama oleh suami istri.16 
“Perkawinan adalah ikatan adalah ikatan lahir batin antara seorang 
Pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluraga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
yang Maha Esa”. 
 
 
                                                          
16 Ahmad Rofiq, 2013, Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi, Jakarta, hlm 48 
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Apabila devinisi diatas ditelaah, maka terdapatlah lima unsur 
didalamnya yaitu: 
1. Ikatan lahir batin 
2. Antara seorang pria dan wanita 
3. Sebagai suami dan istri 
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal 
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
b.  Perkawinan Menurut Para Ahli 
Terdapat beberapa pengertian terkait dengan istilah perkawinan. 
Bermacam macam pendapat telah dikemukakan oleh ahli dibidang hukum 
perkawinan. Perbedaan diantara pendapat-pendapat itu tidaklah 
memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu 
dengan pendapat yang lain, tetapi lebih memperlihatkan keinginan setiap 
pihak perumus mengenai banyak jumlah unsur-unsur yang hendak 
dimasukkan dalam perumusan pengertian perkawinan itu disatu pihak, 
sedang dipihak lain dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan 
akan mengemukakan pengertian perkawinan sebagai acuan teori 
penelitian yang akan dilaksanakan: 
1. Menurut  Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah 
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan 
untuk waktu yang lama. 
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2. Paul Scholten perkawinan adalah hubungan hukum 
antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup 
bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara. 
3. Wirjono Prodjodikoro, Perkawinan adalah suatu hidup 
bersama dari seorang laki-laki dang seorang perempuan, 
yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam 
peraturan hukum perkawinan. 
c. Syarat-syarat Perkawinan 
Perkawinan tidak dapat dilakukan hanya karena keinginan kedua 
belah pihak, namun perkawinan yang akan dilakukan dapat terjadi apabila 
memenuhi syarat – syarat perkawinan yang telah ditentukan dalam UU 
Perkawinan maupun syarat – syarat lainnya. Adapun syarat – syarat 
tersebut adalah: 
Adapun syarat – syarat yang lebih dititik beratkan kepada orangnya 
diatur di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
Pasal 6 sebagai berikut: 
1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua 
calon mempelai.  
2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorag yang belum 
mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus 
mendapat izin kedua orang tua.  
3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah 
meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu 
menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) 
Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 
hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan 
kehendaknya.  
4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau 
dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan 
kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang 
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memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan 
darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama 
mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 
menyatakan kehendaknya.  
5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang – 
orang yang disebut dalam Ayat 2, Ayat 3, dan Ayat 4 
Pasal ini, atau salah seorang atau lebih dianatar mereka 
tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam 
daerah hukum tempat tinggal orang yang akan 
melangsungkan perkawinan atas permintaan orang 
tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu 
mendengar orang – orang tersebut dalam Ayat 2 ,Ayat 3, 
dan Ayat 4 Pasal ini. 
6) Ketentuan tersebut ayat 1 – ayat 5 Pasal ini berlaku 
sepanjang hukum masing – masing agamanya dan 
kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak 
menentukan lain.17 
 
D. Pertimbangan Hakim 
1. Pertimbangan Normatif/Yuridis 
Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana 
Dasar pemberatan Pidana Umum: 
a. Dasar pemberatan pidana karena jabatan. Pemberatan pidana 
karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya 
adalah sebagai berikut: Bila mana seorang pejabat karena 
melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus 
dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana 
memakai kekuasaan, atau sarana yang diberikan kepadanya 
karena jabatannya, pidana ditambah sepertiga. 
b. Dasar pemberatan Pidana dengan menggunakan sarana 
bendera kebangsaan Jenis pemberatan ini diatur dalam Pasal 
                                                          
17 Sudarsono, 2010, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta hlm 46 
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52 a KUHP yang rumusnya sebagai berikut: Bila mana pada 
waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan RI, 
Pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga. 
c. Dasar Pemberatan Pidana karena Pengulangan (Recidive). 
Mengenai pengulangan ini KUHP mengatur sebagai berikut: 
Dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan 
syarat-syarat tertentuyang dapat terjadi pengulangannya. 
Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang 
disebutkan dalam Pasal 486,487, dan 488 KUHP. Pemberatan 
pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari ancaman 
maksimum pidana penjara yang diancamkan pada kejahatan 
yang bersangkutan. Sementara para recidive yang ditentukan 
lainnya diluar kelompok tindak pidana yang termasuk dan 
disebut dalam ketiga Pasal ini adalah juga yang diperberat 
dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum, 
tetapi banyak yang tidak menyebut dapat ditambah dengan 
sepertiga, melainkan diperberat dengan menambah lamanya 
saja. Misal dari 6 hari kurungan menjadi 2 minggu kurungan 
(Pasal 492 ayat (2) KUHP), atau mengubah jenis pidananya dari 
denda diganti dengan kurungan (Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 
501 ayat (2) KUHP) 
d. Dasar Pemberatan pidana karena perbarengan (concursus). 
Ada 3 bentuk concursus yang dikenal dalam hukum pidana 
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yaitu concursus idealis, concursus realis, dan perbuatan 
lanjutan. Dalam KUHP bab II Pasal 63 perbarengan peraturan 
disebut: 
1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan 
pidana maka, yang dikenakan hanya salah satu diantara 
aturan-aturan itu. Jika berbeda beda yang dikenakan yang 
memuat ancaman pidana pokok paling berat. 
2. Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan 
pidana yang umum, maka diatur pula dalam aturan pidana 
khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. 
3. Concursus realis, atau gabungan beberapa perbuatan terjadi 
apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan 
masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu 
tindak pidana. 
Adapun dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana 
dasar-dasar yang menyebabkan diperinganya pidana terhadap si pembuat 
dalam undang-undang terbagi atas dua, yaitu dasar si peringannya pidana 
umum yang berlaku pada tindak pidana pada umumnya dan dasar di 
peringannya pidana khusus hanya berlaku pada tindak pidana tertentu 
saja. 
1. Dasar peringanan pidana umum, yaitu: 
a. Belum dewasa berdasarkan KUHP belum dewasa, yaitu 
yang belum berumur 16 tahun. Bab III Buku I KUHP 
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mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, 
mengurangkan, atau memberatkan pidana.  
b. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan 
Anak. Dasar peringanan pidana umum adalah sebab 
pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang umurnya 
belum 18 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 4 ayat, 
(1)). Sedangkan anak yang belum berusia 8 tahun dan 
melakukan tindak pidana tidak dapat diajukan ke 
pengadilan tetapi dapat dilakukan penyidikan (Pasal 5 
ayat (1)). Perihal percobaan dan pembantuan kejahatan. 
Percobaan dan pembantua diatur dalam Pasal 53 ayat 
(2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHP. Pidana maksimum 
terhadap si pembuat dikurangi sepertiga dari ancaman 
maksimum pada yang bersangkutan. Hal ini disebabkan 
karena percobaan dan pembantuan kejahatan adalah 
suatu ketentuan-ketentuan mengenai penjatuhan pidana 
terhadap pembuat yang gagal dan orang yang membantu 
orang lain melakukan kejahatan, yang artinya orang yang 
mencoba itu atau orang yang membantu pelaku (pelaku 
Pembantu) tidak mewujudkan suatu tindak pidana 
tertentu, hanya mengambil sebagian syarat suatu tindak 
pidana terterntu. 
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2. Dasar Peringanan Pidana Khusus disebagian tindak pidana 
tertentu ada pula dicantumkan dasar peringanan tertentu 
yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang 
disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala 
tindak pidana. Dasar Peringanan pidana yang bersifat 
khusus diatur dalam Pasal 308,341, dan 342 KUHP. 
2. Pertimbangan Sosiologis 
Pasal 5 ayat (1) rancangan KUHP nasional tahun 1999-2000 
menentukan bahwa dalam mempertimbangkan: 
1. Kesalahan terdakwa 
2. Motif dan Tujuan melakukan tindak pidana 
3. Cara melakukan tindak pidana 
4. Sikap batin membuat tindak pidana pemidanaan 
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku 
6. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak 
pidana 
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku 
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap 
korban atau keluarga. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum kota Palu 
Sulawesi Tengah yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah 
dimana penelitian tersebut akan dilakukan berdasarkan judul “Tinjauan 
Yuridis Kepada Pelaku Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan (Studi 
Kasus Putusan Pengadilan No. 213/Pid.B/2014/PN.PL)” maka penulis 
menetapkan lokasi penelitian di Kota Palu, tepatnya di Pengadilan Negeri 
Palu sebagai instansi yang berwenang penuh dalam penanggulangan 
masalah yang diteliti. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian 
antara lain: 
1. Data primer, yakni data yang dikumpulkan langsung oleh 
penelitiyang diperoleh dilapangan melalui wawancara dengan 
pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi guna melengkapi 
data. 
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari data yang ada,bukan 
hanya karena dikumpulkan oleh pihak lain. Data ini berasal dari 
perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, 
putusan pengadilan dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang 
berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun yang akan penulis lakukan untuk memperoleh dan 
mengumpulkan data adalah sebagai berikut: 
1. Teknik penelitian kepustakaan yaitu: Teknik pengumpullan data 
dengan cara mempelajari berbagai literatur, baik buku artikel, 
maupun materi kuliah yang diperoleh. 
2. Teknik wawancara yaitu: Teknik Pengumpulan data dengan cara 
melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan 
obyek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang 
terkait dengan penelitian ini, seperti hakim dan jaksa. 
D. Teknik Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang 
diperoleh baik data primer maupun sekunder maka data tersebut diolah 
dan dianalisis secara deskriftif kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
undag-undang dan pendekataan kasus serta menafsirkan data 
berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan 
atau penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap tindak pidana asal-
usul perkawinan. 
Sebelum penulis menguraikan penerapan hukum pidana materil 
dalam kasus putusan No. 213/Pid.b/2014/PN.Pal. maka perlu diketahui 
terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh majelis hakim 
dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Palu 
yang memeriksa dan Mengadili. 
1. Identitas Terdakwa 
Terdakwa bernama MOH.DIRWAN. lahir di Lasoani pada 
tanggal 05 Maret 1975 saat berstatus terdakwa berusia 39 Tahun. 
Berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia. Tinggal di 
jalan Rusa Lorong II Kecamatan Palu Timur Kota Palu. Beragama 
Islam dan bekerja sebagai penambang Emas. 
2. Posisi Kasus 
Bahwa mereka Terdakwa Moh. Dirwan pada hari senin tanggal 3 
Juni 2013 sekitar jam 20.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan 
Juni 2013 atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2013, 
bertempat di Jalan Dupa I Kelurahan Layana Indah, Kecamatan 
Mantikulore, Kota Palu atau setidak tidaknya pada suatu tempat 
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
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Palu, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa 
perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi 
penghalang untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa. Bahwa 
berawal pada tahun 1993 terdakwa Moh. Dirwan menikah dengan 
saksi Ratni sesuai buku nikah nomor 098/37/VI/1993 Kemudian 
Terdakwa Moh. Dirwan dan Saksi Ratni dikaruniai 5 (lima) orang 
anak dan tinggal di Jalan Mantikulore No A. Kecamatan 
Mantikulore, Kota Palu. 
3. Dakwaan Penuntut Umum 
Isi dakwaan penuntut umum terhadap kasus Tindak Pidana 
terhadap Pemalsuan Dokumen/Surat Asal Usul Perkawinan 
dibacakan pada persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Palu adalah sebagai berikut: bahwa mereka Terdakwa Moh. 
Dirwan pada hari senin tanggal 3 Juni 2013 sekitar jam 20.00 Wita 
atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidak tidaknya 
masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Dupa I Kelurahan 
Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu atau setidak 
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, mengadakan perkawinan 
padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-
perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu, perbuatan 
mana dilakukan terdakwa. Bahwa berawal pada tahun 1993 
terdakwa Moh. Dirwan menikah dengan saksi Ratni sesuai buku 
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nikah nomor 098/37/VI/1993 Kemudian Terdakwa Moh. Dirwan dan 
Saksi Ratni dikaruniai 5 (lima) orang anak dan tinggal di Jalan 
Mantikulore No A. Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, kemudian 
Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya ijin dari saksi 
Ratni yaitu selaku istrinya yang sah, pada hari senin tanggal 03 
Juni 2013 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di jalan Dupa 1 
Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore Kota Palu, 
menikah lagi dengan seorang perempuan yaitu saksi Sumarni ( 
Terdakwa dalam berkas terpisah/Splitsing) berdasarkan buku nikah 
Nomor: 327/44/VI/2013, kemudian terdakwa Moh. Dirwan dan saksi 
Sumarni tinggal disebuah rumah kost di jalan Rusa Kecamatan 
Palu Timur Kota Palu, hal tersebut baru diketahui oleh saksi Ratni 
pada sekitar bulan Juli 2013 dari Saudara Hasni yang mengatakan 
kepada saksi Ratni apabila Terdakwa Moh. Dirwan telah menikah 
lagi dengan saksi Sumarni, namun pada saat itu saksi Ratni tidak 
mempercayainya, kemudian pada tanggal 03 Maret 2014 saksi 
Ratni pergi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur untuk 
mengecek menemukan catatan pada arsip apabila benar Terdakwa 
Moh. Dirwan dan Saksi Sumarni telah menikah lagi dan tercatat di 
arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, mengetahui 
hal tersebut kemudian saksi Ratni melaporkan kejadian tersebut ke 
kantor Polres Palu. 
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Perbuatan Terdakwa Moh. Dirwan sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP 
4. Tuntutan Penuntut Umum 
Berdasarkan uraian yang dimaksud, Jaksa Penuntut Umum 
dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-
Undang yang bersangkutan menuntut supaya Ketua Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini 
memutuskan: 
1. Menyatakan Terdakwa Moh. Dirwan telah bersalah 
melakukan Tindak Pidana “Mengadakan perkawinan 
padahal mengetahui bahwa perkawinan atau 
perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi 
penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa dengan 
pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong masa 
penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 
3. Barang bukti berupa: 
a. 2 (dua) buku nikah warna hijau dan coklat atas nama 
Moh. Dirwan dan Ratni 
b. 2 (dua) buku nikah warna hijau dan coklat atas nama 
Moh. Dirwan dan Sumarni 
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c. 1 (satu) lembar daftar pemeriksaan nikah (model NB) 
atas nama Moh. Dirwan dan Sumarni 
d. 1 (satu) lembar surat keterangan untuk nikah (model 
N-1) atas nama Moh. Dirwan dan Sumarni 
e. 1 (satu) lembar surat keterangan asal-usul (model N-
2) atas nama Moh. Dirwan dan Sumarni 
f. 1 (satu) lembar surat persetujuan mempelai (model N-
3) atas nama Moh. Dirwan dan Sumarni 
g. 1 (satu) lembar surat Keterangan orangtua (model N-
4) atas nama Moh. Dirwan dan Sumarni 
h. 2 (dua) buah tanda terima kutipan akta mana Moh. 
Dirwan dan Sumarni 
Dikembalikan kepada yang berhak atau pemegang 
barang bukti pada saat disita. 
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
5. Analisis Penulis 
Berdasarkan posisi kasus dalam perkara Nomor 
213/Pid.B/2014/PN Pal. terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut 
umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 279 ayat 1 ke 
(1) KUHP. Menurut hemat penulis penerapan dakwaan seharusnya 
dakwaan alternatif yaitu: 
Pertama : Pasal 279 ayat 1 ke (2) KUHP. 
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                           Atau 
Kedua  : Pasal 263 ayat 1 KUHP. 
       Atau 
Ketiga  : Pasal  284 ayat 1e huruf a KUHP. 
Unsur Pasal 279 ayat 1 ke (1) KUHP: 
1. “Barang siapa” yang dimaksud adalah pribadi orang atau badan 
hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban 
yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannnya 
yang didakwa sebagai peluku tindak pidana. 
2. “mengadakan perkawinan” adalah bahwa perkawinan yang 
diselenggarakan dilakukan dengan melalui proses tata cara atau 
prosedur yang diatur baik dalam ketentuan hukum maupun 
kebiasaan masyarakat. sepasang calon mempelai tidak akan dapat 
dikatakan mengadakan perkawinan apabila hanya berdua saja 
dalam sebuah ruangan atau tempat tertutup, tanpa terpenuhinya 
syarat-syarat atau rukun nikah. 
3. “mengetahui perkawinan- perkawinan pihak lain” maksunya adalah 
unsur ini mengandung makna bahwa pasangan dari calon 
mempelai, mengetahui dengan pasti bahwa suami/ istrinya telah 
memiliki istri/ suami yang masih terikat didalam perkawinan yang 
sah. 
4. “adanya penghalang yang sah” maksud unsur ini adalah bahwa 
kedua calon harus mengetahui sebelum melangsungkan 
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perkawinan, maka harus terlebih dahulu terpenuhi unsur pada poin 
ke 2 dan poin ke tiga. Jika sudah diketahui bahwa adanya salah 
satu pasangan yang masih terikat secara sah didalam perkawinan 
dengan orang lain maka unsur ini sudah terpenuhi. 
Unsur Pasal 263 ayat 1 KUHP: 
1. “Barang siapa” yang dimaksud adalah pribadi orang atau badan 
hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban 
yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannnya 
yang didakwa sebagai peluku tindak pidana. 
2. “Membuat surat palsu” adalah membuat surat palsu/membuat palsu 
surat sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian di 
buat suatu surat yang isinya sebagaian atau seluruhnya adalah 
bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam 
tulisan itu di hasilkan membuat surat palsu. 
3. “Yang menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian/kewajiban atau 
sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan 
sebagai keterangan sesuatu perbuatan”. 
4. “Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain 
menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak 
dipalsukan” 
5. “Dapat mendatangkan sesuatu kerugian” maksudnya adalah bahwa 
kerugian itu tidak harus telah nyata-nyata ada. Dengan kata lain, 
adanya kemungkinan menimbulkan kerugian, sudah cukup 
53 
 
dimaknai bahwa unsur tersebut telah terbukti. Oleh karena kerugian 
dimaksud tidak semata-mata kerugian materiil, tapi juga termasuk 
kerugian immateriil, seperti keresahan masyarakat atau 
menyinggung nilai-nilai kesulilaan maupun kehormatan. 
Unsur Pasal  284 ayat 1e huruf a KUHP: 
1. “Salah satu pihak telah menikah sah (Sah-nya perkawinan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan)” 
2. “Adanya persetubuhan atas dasar suka sama suka 
(menekankan bahwa persetubuhan sudah harus benar-benar 
terjadi).” Maksudnya adalah apabila pasangan yang diduga 
berzinah tersebut sudah melakukan “Persetubuhan” (Persetubuhan 
menurut penjelasan KUHP adalah Peraduan antara anggota 
kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk 
mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk 
kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air 
mani). 
3. “Harus ada Pengaduan dari suami/istri yang menjadi 
korban/dirugikan.” Maksudnya adalah untuk dapat memproses 
(dilakukannya tindakan penyidikan) tindak pidana perzinahan, 
maka harus ada pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban 
dari tindakan perzinahan. Tindak Pidana perzinahan merupakan 
delik aduan absolut karena tindak pidana perzinahan tidak dapat 
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dituntut apabila tidak ada pengaduan dari suami/istri yang menjadi 
korban dari tindakan perzinahan. 
  Dalam kasus posisi tersebut terdapat beberapa tindak 
pidana mulai dari tindak pidana asal usul perkawinan, pemalsuan surat 
serta perzinahan oleh karena itu penerapan dakwaan tunggal yang 
didakwaan oleh penuntut umum kurang tepat karena dalam hukum pidana 
salah penerapan dakwaan akan bisa menjadi celah oleh Penasihat hukum 
untuk mengajukan eksepsi (nota keberatan) bahkan akan menjadi 
pertimbangan hakim untuk menerima eksepsi Penasihat hukum. 
 Dakwaan merupakan hal yang fundamental dalam menuntut 
seseorang atas perbuatan yang dilakukan dan penting dalam 
menyelesaikan suatu perkara. Mr. I.A Negerburgt menjelaskan “ surat ini 
adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena ialah 
yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi 
pemeriksaan hakim”. Dalam mengadili suatu perkara haruslah penuntut 
umum membuat secara jelas dan cermat sesuai sesuai dengan tata cara 
dan teknik pembuatan surat dakwaan yang diatur dalam Seurat Edaran 
Jaksa Agung RI nomor: SE-04/J.A/II/ 1993 tanggal 16 November 1993, 
Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-
607/E/II/1993 dan ketentuan hukum acara pidana. 
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B. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara 
kejahatan asal usul dan perkawinan No. 213/Pid.b/2014/PN.Pal 
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
 Pertimbangan hukum sangat diperlukan oleh hakim dalam 
menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dalam mengambil 
keputusan hakim hendaknya lebih mempertimbangkan dengan 
penuh ketelitian, kecermatan serta penguasaan yang mendalam 
tentang kasus posisinya karena putusan hakim merupakan 
mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan 
kebenaran yang hakiki, hak asasi, penguasaan hukum, faktual, 
visualisasi, etika serta moralitas hakim yang bersangkutan. Untuk 
itu hakim dituntut melakukan kegiatan menelaah terlebih dahulu 
tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanyadengan 
melihat bukti-bukti yang ada dan disertai dengan keyakinannya, 
setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas 
peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang 
berlaku kemudian memberikan suatu kesimpulan dengan 
menetapkan suatu hukum terhadap peristiwa itu. 
 Putusan yang dijatuhkan harus memiliki dasar pertimbangan 
yang kuat sehingga diharapkan dapat memberikan keputusan 
yang seadil-adilnya. Dalam putusan hakim aspek pertimbangan-
pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan 
merupakan hal yang paling penting, dimana pertimbangan-
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pertimbangan yuridis ini secara langsung berpengaruh besar 
terhadap putusan hakim. Pertimbangan yuridis merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah 
perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan 
tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Mengenai 
pertimbangan Hakim , terdakwa yang telah melakukan perbuatan 
itu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah 
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah memenuhi 
unsur-unsur dari Pasal yang telah didakwakan tersebut diatas: 
 Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat 1 ke 1 KUHP 
 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-Fakta Hukum 
tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya 
 Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut 
Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 
279 ayat 1 Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 
1. Barangsiapa 
2. Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa 
perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada 
menjadi penghalang yang sah untuk itu 
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 Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis 
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: 
Ad. 1 Unsur Barangsiapa: 
 Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah 
orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang 
bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan segala 
perbuatannya 
 Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah 
menghadirkan Terdakwa Moh. Dirwan yang identitasnya telah 
diteliti oleh Hakim dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas 
sebagaiman surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada 
awal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak 
ditemukan adanya kesalahan orang (Error in Persona) 
 Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah 
Terpenuhi dan terbukti menurut Hukum. 
Ad.2 Unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa   
perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada 
menjadi penghalang yang sah untuk itu: 
 Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum sebagaimana 
yang terurai diatas dihubungkan dengan unsur ke 2 tindak pidana 
Aquo Hakim berpendapat bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 
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Juni 2013 sekitar jam 20.00 Wita, bertempat di jalan Dupa I, 
Kelurahan Layana Indah Kecamatan Palu Timur Kota Palu 
Terdakwa menikah dengan saksi Sumarni berdasarkan buku 
nikah nomor 327/44/VI/2013 yang saat itu Terdakwa Moh. Dirwan 
adalah suami dari saksi Ratni dan tidak mendapat ijin dari istri sah 
Terdakwa Moh. Dirwan yakni saksi Ratni, dengan demikian 
menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi. 
 Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 
ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah 
dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam 
dakwaan tunggal 
 Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak 
menemukan hal-hal Yang dapat menghapuskan 
pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran 
atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya 
 Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mapu bertanggung 
jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana 
 Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah 
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa 
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penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari 
pidana yang dijatuhkan 
 Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan 
penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka 
perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan 
 Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan 
yang memberatkan dan meringankan terdakwa: 
Keadaan yang memberatkan: 
a. Perbuatan terdakwa telah merusak keharmonisan rumah 
tangganya sendiri dan merusak masa depan anak-anaknya 
dikemudian hari 
b. Perbuatan terdakwa melanggar norma kesusilaan dalam 
masyarakat 
Keadaan yang meringankan: 
a. Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan 
b. Terdakwa menyesali perbuatannya 
 Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, 
maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara 
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 Memperhatikan, pada Pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP dan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang 
bersangkutan 
2. Amar Putusan 
Adapun Amar Putusan dalam kasus ini adalah sebagai berikut: 
(1) Menyatakan Terdakwa Moh. Dirwan tersebut diatas, terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa dalam 
perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah 
untuk itu 
(2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari 
(3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan 
(4) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan 
(5) Menetapkan barang bukti: 
a. 2 (dua) buah buku nikah warna hijau dan coklat dengan 
nomor 098/37/VI/1993 An Moh. Dirwan dan Ratni 
dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ratni 
sedangkan 
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b. 2 (dua) buah buku nikah nikah warna hijau dan coklat 
dengan nomor 327/44/VI/2013 An Moh. Dirwan dan 
Sumarni dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa 
Moh. Dirwan 
c. 1 (satu) lembar surat keterangan untuk nikah (model N-1) 
dengan No. 474.2/20/PEM/LI.VI/2013 An Moh. Dirwan dan 
Sumarni 
d. 1 (satu) lembar surat keterangan asal usul (model N-2) 
dengan No. 474.2/20/PEM/LI.VI/2013 An Moh. Dirwan dan 
Sumarni 
e. 1 (satu) lembar surat persetujuan mempelai (model N-3) An 
Moh. Dirwan dan Sumarni 
f. 1 (satu) lembar surat keterangan tentang orang tua (model 
N-4) No. 472.2/20/PEM/LI.VI/2013 An Moh. Dirwan dan 
Sumarni dikembalikan kepada yang berhak yakni Tasdir 
Rasada S.Ag 
(6) Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara 
sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah) 
3. Analisis Penulis 
 Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan 
tunggal yaitu Pasal 279 ayat 1 ke (1) KUHP yang mana menurut 
penulis kurang tepat seharusnya Jaksa Penuntut Umum 
mendakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 279 ayat 1 ke 
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(1) KUHP atau Pasal 263 ayat 1 KUHP atau Pasal 284 ayat 1e 
huruf a. 
 Berdasarkan dakwaan tunggal tersebut yang didakwakan Jaksa 
Penuntut Umum dan Berdasarkan fakta-fakta hukum 
dipersidangan berdasarkan penilaian majelis hakim unsur Pasal 
279 ayat 1 ke (1) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan. 
 Menurut penulis, penerapan hukum formil dan hukum materil 
terhadap kasus ini sudah tepat, walaupun penggunaan Pasal yang 
menurut hemat penulis kurang sepakat akan tetapi sependapat 
dengan putusan yang diputuskan oleh majelis hakim yaitu telah 
terbukti secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah memenuhi 
Pasal 279 ayat 1 ke (1) KUHP. Unsur Pasal bila dikaitkan dengan 
perbuatan terdakwa sebagai berikut: 
1. “Barang siapa”  
2. “mengadakan perkawinan”  
3. “mengetahui perkawinan- perkawinan pihak lain” maksudnya 
adalah unsur ini mengandung makna bahwa pasangan dari 
calon mempelai, mengetahui dengan pasti bahwa suami/ 
istrinya telah memiliki istri/ suami yang masih terikat didalam 
perkawinan yang sah. 
4. “adanya penghalang yang sah” maksud unsur ini adalah bahwa 
kedua calon harus mengetahui sebelum melangsungkan 
perkawinan, maka harus terlebih dahulu terpenuhi unsur pada 
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poin ke 2 dan poin ke tiga. Jika sudah diketahui bahwa adanya 
salah satu pasangan yang masih terikat secara sah didalam 
perkawinan dengan orang lain maka unsur ini sudah terpenuhi. 
 Pengertian barang siapa adalah pribadi orang atau badan 
hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban 
yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannnya 
yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana. MOH DIRWAN yang 
identitasnya telah diteliti oleh hakim di  persidangan ternyata sesuai 
dengan identitas maka demikian terdakwa memenuhi unsur 
barangsiapa. 
Pengertian yang kawin sedang diketahui bahwa perkawinannya 
yang sudah ada dari pihak lain itu akan menjadi halangan yang sah 
bagi pihak lain akan kawin lagi berdasarkan fakta dipersidangan 
bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 juni 2013 sekitar jam 20.00 
WITA, bertempat dijalan di Jl. Dupa I, Kel. Layana Indah, Kec. 
Mantikulore, Kota Palu terdakwa menikah dengan saksi Sumarni 
berdasarkan Buku nikah nomor 327/44/VI/2013 yang saat itu 
terdakwa Muh. Dirwan adalah suami dari saksi Ratni sesuai buku 
nikah 098/37/VI/1993. Sedangkan saksi Ratni tidak pernah 
memberikan izin kepada terdakwa Muh. Dirwan sebagai suaminya 
untuk kawin lagi bahkan tidak mengetahui bahwa suaminya 
menikah lagi. 
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 Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan 
diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut umum, dan 
pertimbangan Hakim pengadilan dalam amar 
putusannya telah memenuhi unsur dan syarat pidananya 
terdakwa. Hal ini berdasarkan pemeriksaan dalam 
persidangan diaman alat bukti yang dijaukan Jaksa 
Penuntut Umum termasuk didalamnya saksi-saksi dan 
keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara 
satu dengan yang lainnya. Oleh Karena itu, Hakim 
Pengadilan Negeri Palu menyatakan dalam amar 
putusannnya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan melakukan tindak pidana kawin sedang 
diketahuinya bahwa perkawinannya sudah ada menjadi 
halangan yang sah baginya, diatur dalam Pasal 279 ayat 
1 ke (1) KUHP. 
Dalam memutuskan perkara hakim tentunya akan 
mempertimbangkan beberapa factor yakni factor yuridis dan factor 
non yuridis: 
a. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan pengadilan Negeri yang didasarkan kepada 
fakta-fakta yang mana fakta tersebut tergolong atau dikualifikasi 
sebagai fakta yuridis sebagaimana telah dirumuskan dalam 
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peraturan perundang-undangan dapat kita sebut sebagai 
perimbangan yurisis. 
 
b. Pertimbangan Non-yuridis 
Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada suatu keadaan ang tidak diatur dalam aturan 
perundang-undangan, namun keadaa tersebut baik melekat 
pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan 
masalah-masalah social dalam struktur masyarakat. 
 
c. Pengambilan keputusan 
Sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan 
yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat 
mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama 
persidangan dalam hal ini mencukupi bukti-bukti, keterangan 
saksi, pembelaan, serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
maupun sisi psikologis terdakwa. Sehingga keputusan yang 
akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh 
tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan 
Profesionalisme.  
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    BAB V 
           PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus Tindak Pidana 
Pemalsuan Dokumen Asal Usul Perkawinan sedang diketahui 
bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang 
sah baginya diatur dalam Pasal 279 Ayat 1 dan 2 KUHP telah 
sesuai dengan fakta-fakta hukum  baik keterangan saksi dan 
keterangan terdakwa yang dianggap sehat jasmani dan rohani, 
tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu 
mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 
pelaku dalam putusan 213/Pid.b/2014/PN.Pal telah sesuai yakni 
dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan yakni dakwaan 
tunggal Pasal 279 Ayat 1 Ke 1 KUHP, serta keterangan saksi 
saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim. Selain itu hakim 
dalam menjatuhkan sanksi pidana juga mempertimbangkan hal-hal 
yang dapat meringankan dan memberatkan bagi terdakwa. 
Hukuman yang dijatuhkan sudah tepat meski jauh dari tujuan 
pemidanaan yaitu menimbulkan rasa takut dan efek jerah bagi 
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pelaku sendiri apalagi kejahatan dilakukan oleh pelaku tergolong 
kejahatan yang sering didapati terjadi diruang lingkup masyarakat. 
B. SARAN 
 Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan 
penulisan skiripsi ini sebagai berikut: 
1. Majelis hakim sepatutnya dapat betul-betul mempertimbangkan 
dampak yang ditimbulkan dari perbuatan seseorang yang 
melakukan tindak pidana yang sering terjadi ditambah perbuatan 
ini dilakukan oleh masyarakat. 
2. Diharapkan pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam 
menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat seperti 
memberikan penyuluhan hukum dilingkungan masyarakat 
sebagai upaya preventif 
3. Diharapkan agar kiranya pengawasan yang betul-betul oleh 
instansi KUA agar tidak dengan mudahnya memberikan izin 
seseorang untuk menikah lagi padahal sebelum orang tersebut 
telah mempunyai istri atau suami. 
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